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ABSTRAK

Batam sebagai salah satu daerah perindustrian di Indonesia tumbuh menjadi kota
perindustrian. BP Batam diatur dalam PP Nomor 46 tahun 2007 tentang Badan
Pengusahaan Batam, disisi lain Batam juga dibawah kewenangan Walikota berdasarkan
pada UU Otonomi Daerah (UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 23
Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah). Hal inilah menjadikan adanya dualisme
kewenangan dalam pemberian izin lokasi industri khususnya di bidang pertanahan. Dalam
Pasal 36 UU Nomor 39 Tahun 2009, di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak
atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam
Penjelasan Pasal 36 UU KEK, kemudahan yang diberikan antara lain percepatan pelayanan
pengukuran, pendaftaran hak, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Penafsiran pasal
tersebut memberikan kewenangan kepada BP Batam yang statusnya sebagai Kawasan
Ekonomi Khusus mengakibatkan juga bisa menerbitkan sertifikat hak atas tanah dalam
pemberian izin lokasi industri di Batam. Hal inilah yang menjadikan kewenangan BP
Batam dalam pemberian izin lokasi industri sebagai KEK belum efektif. Perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa kewenangan BP. Batam Pemberi Izin
Lokasi Industri Kawasan Ekonomi Khusus belum efektif? (2) Bagaimana Kewenangan BP.
Batam Pemberi izin lokasi Industri Kawasan Ekonomi Khusus saat ini? (3) Bagaimana
Rekonstruksi Kewenangan BP. Batam pemberi Izin lokasi industri Kawasan Ekonomi
Khusus ? Tujuan (1) Untuk mengkaji dan menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi
kewenangan BP Batam dalam pemberian izin lokasi industri Kawasan ekonomi khusus
belum efektif;(2) Untuk mengkaji dan menganalisis Regulasi Kewenangan Badan
Pengusahaan Batam pemberi izin lokasi Industri Kawasan Ekonomi Khusus saat ini;(3)
Untuk Merekonstruksi Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Pemberi Izin Lokasi
Industri Kawasan Ekonomi Khusus. Penelitian ini termasuk dalam ranah kajian yuridis
sosiologis merupakan penelitian non doktrinal yang mengkaji hukum dengan
menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial. Teori dan konsep digunakan
sebagai pisau analisis, yaitu teori negara kesejahteraan (welfare state), teori sistem hukum
(Lawrence M.Friedman), teori kewenangan (H.D.Stoud), teori perbandingan sistem
hukum. Lokasi penelitian di kota Batam.Dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitan
ditemukan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi kewenangan BP Batam pemberi izin
lokasi Kawasan Ekonomi Khusus belum berjalan efektif, karena aspek filosofis, aspek
yuridis, dan aspek sosiologis. Regulasi kewenangan BP Batam Pemberi izin lokasi
Kawasan Ekonomi Khusus saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009
Jo. UU. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja belum memberikan penafsiran yang
jelas disebabkan oleh aspek budaya yang belum mendukung, baik dari pelaku usaha
(investor), birokrasi maupun masyarakat. Aspek substansi hukum kewenangan BP Batam
pemberi izin lokasi industri Kawasan Ekonomi Khusus belum dapat memberikan kejelasan
dalam menafsirkan Pasal 36 UU No 39 Tahun 2009. Aspek struktur hukum belum
mendukung pelaksanaan kewenangan BP Batam pemberi izin lokasi KEK. Rekonstruksi
kewenangan BP Batam pemberi izin lokasi industri Kawasan Ekonomi khusus yang
dikembangkan adalah kewenangan BP Batam yang komprehensip antara aspek budaya
hukum, struktur hukum dan substansi hukum (Penjelasan Pasal 36 UU KEK) yang
berlandaskan Pancasila dan UUD RI 1945 melalui perubahan pola pikir dan perilaku baik
dari BP Batam maupun investor, sehingga tercipta sinergitas pengaturan kewenangan
antara Walikota Batam dan BP Batam.

Kata kunci: Rekonstruksi kewenangan; Badan Pengusahaan Batam; Pemberi izin
Lokasi; Kawasan Ekonomi Khus



ABSTRAC

Batam as one of the industrial areas in Indonesia has grown into an industrial city. BP Batam is regulated
in PP Number 46 of 2007 concerning the Batam Concession Agency, on the other hand Batam is also
under the authority of the Mayor based on the Regional Autonomy Law (Law Number 9 of 2015 concerning
Amendments to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Autonomy). This makes the dualism of
authority in granting industrial location permits, especially in the land sector. In Article 36 of Law Number
39 of 2009, the SEZ provides facilities for obtaining land rights in accordance with the provisions of the
legislation, but in the Elucidation of Article 36 of the KEK Law, the facilities provided include the
acceleration of measurement services, registration of rights, and issuance of rights certificates. over the
ground. The interpretation of the article gives authority to BP Batam, whose status as a Special Economic
Zone results in the issuance of land rights certificates in granting industrial location permits in Batam.
This is what makes BP Batam's authority in granting industrial location permits as SEZs not yet effective.
The formulation of the problem in this study are (1) Why is the authority of BP. Batam Issuing a Special
Economic Zone Industrial Location Permit not yet effective? (2) What is the Authority of BP. Batam The
current location permit for the Special Economic Zone Industry? (3) How to Reconstruct BP's Authority.
Batam is the issuer of the Special Economic Zone industrial location permit? Objectives (1) To review and
analyze aspects that affect BP Batam's authority in granting special economic zone industrial location
permits; (2) To review and analyze the current Batam Concession Board Authority Regulation granting
Special Economic Zone Industrial location permits;( 3) To reconstruct the authority of the Batam
Concession Board for the Issuer of Industrial Location Permits for Special Economic Zones. This research
is included in the realm of sociological juridical studies, which is a non-doctrinal study that examines the
law using legal and social science approaches. Theories and concepts are used as analytical tools, namely
the welfare state theory, legal system theory (Lawrence M. Friedman), authority theory (H.D. Stoud),
comparative theory of legal systems. The research location is in the city of Batam. Qualitatively analyzed.
The results of the study found that aspects that affect the authority of BP Batam to issue permits for the
location of Special Economic Zones have not been effective, due to philosophical aspects, juridical
aspects, and sociological aspects. Regulation of the authority of BP Batam The issuer of location permits
for Special Economic Zones is currently regulated in Law Number 39 of 2009 Jo. Act. Number 11 of 2020
concerning job creation has not provided a clear interpretation due to cultural aspects that have not been
supported, both from business actors (investors), the bureaucracy and the community. The legal substance
aspect of BP Batam's authority to issue permits for the industrial location of Special Economic Zones has
not been able to provide clarity in interpreting Article 36 of Law No. 39 of 2009. Aspects of the legal
structure have not supported the implementation of BP Batam's authority to issue SEZ location permits.
The reconstruction of the authority of BP Batam to issue permits for industrial locations for special
Economic Zones to be developed is the authority of BP Batam which is comprehensive between aspects of
legal culture, legal structure and legal substance (Explanation of Article 36 of the KEK Law) which is
based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia through changes in mindset
and good behavior from BP Batam and investors, so as to create a synergy of regulatory authorities
between the Mayor of Batam and BP Batam.

Keywords: Reconstruction of authority; Batam Business Entity;
Permissioner Location; Special Economic Zones
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